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Latar Belakanc Peri lihan Judul

Ha:eLah pgrunahan merupakan Euatu nasalah yang

runit dan sangat konpleks, karena menyangkut banyak ha1

seperti keadaan sosial ekonomis nasyarakat, planalogi

kota, masalah tanah, neningkatnya jutrlah penduduk, dan

barnacan*nacan hel lagi yang kesenuanya itu tidak dapat

dilepashan satu dengan yanll lainnya.

Kebutuhan akan tempat tinggal nerupakan kebutuhan

primer di sanping kebutuhan sandang dan pangan. Dengan

adanya pertanbahan penduduk yang sangat cepat dan teru-

tama di kota-kota besar, nasalah kekurangan ruoah nenja-

di lebih parah IaEli. Akibat dari kekurangan perunahan

menimbulkan mahalnya harga perunahan di kota-kota besar

tersebut, sehingga banyak sengketa- sengke t a perunahan,

baik penyerobotan runah, penghentian sewa-menyewa dan

sebagainya,

Sewa nenyewa merupakan perikatan baik lahir dari
perjanj ian maupun lahir dari undang-undang. Sewa-loenyewa

berdasarkan Surat Izin Perumahan (Selanjutnya disingkat
SIP) yang dikeluarkan Kantor Urusan Perurahan (Selanjut-

nya dicingkat KUP) adalah l"ahir dari undang-undang (hu-

kun publik). Sewa-nenyewa berdasarkan SIp ini banyak ne-

r-rimbu lkan senltketa perunahan ,

Salah Eatu kasus sewa-menyewa berdasarkan SIP



adalah sepert j. berikut ini : Dalar sewa-aenyerra perunah-

an ber-SIP, keuudian tinbul senglketa yaitu antara pihak

yanE nBnyefiakan dengan ahli waris penyewa runah. Duduk

persoalannya sebaEfai berikut : Suani isteri Denyepa ru-

nah sejak tahun 1947 dan ditenpati bersana anaknya. Pada

tahun 1992 ei suami meninggal dunia, sedangkan istri su-

dah meninggal lebih dahulu tahun 1980. Kenudian tinggaL

satu-satunya ahli waris yang rrenenpati runah sewaan ter-
sebu t ,

Nanun dengan meninggalnye penyewa runah, naka pe-

milik runah inElin ninta kenbali runah itu, sedangkan ah-

li waris p€nyewa runah tetap nenempati dan ingin nelan-
jutkan sewa-&enyewa.

01eh harena itu tinbul sengketa di pengadilan de-

nden rligu6atnya ahli warls penyewa runah itu untuk minta

pengoBongan runah dengan da1i1 gugatan : bahwa den4an

neningdalnya penyeHa rumah sewa-menyewa nenjadi gugur,

ahli warie tanpa hak menampati runah tergebut, naka Ler*
gugat nelakukan perbuatan melanglglar hukun yang nerugikan

nihak pepggugat, beserta ganti ru6inya dan tergugat di-
ninta nengosongkan rurah.

Dalan jawabanya tergugat uendalilkan bahwa tergu-
gat tidak nelakukan perbuatan nelanggar hukum, karena

t,ergugat neneruskan penghunian runah tersebut dari ayah-



nya. Hal ini berdasarkan pasal 1575 Ki.tab Undang Undan€

Hukun Perdata (Eelanjutnya disingkat KUH Perdata) yang

nenyatakan sebagai berikut : "Persetujuan sewa lidak se-

kali-ka1i hapus dengan meninggalnya pihak yang Denyewa-

kan, naupun dengan nenindEalnya pihak yang nenyewa.

Dalan pertimbangan hukunnya, Hakin Pengadilan Ne-

geri Halang nenyatakan : menolak gugalan penggugat bahwa

ter6udat tanpa alas hak menenpati rumah tersebut karena

berdasarkan bukti adanya SIP dan berita acara penawaran

diserta j. penitipan uang konsinyasi tertanggal 21 April
1S93 No. l.A/Kons/t993,/PN,MLO. Sehingga hakin nenolak da-

lil gugatan penggugat bahpa terBugat nelakukan perbuatan

nelanggar hukun. Hal ini nenunjukkan pendapat hakin bah-

wa itu merupakan wanprestasi.

Sehindda putusan hakim meuberikan tenggang waktu

untuk nengosongkan rumah dalan waktu 4 tahun terhitung
mulai dari tanggal setelah putusan berkekuatan hukun

t etap .

BiLa ditinjau lahirnya perikatan, naka perikatan

lahir baik dari perjanjlan, maupun karena undang-undang.

SIP Lahir dari undang-undanB ( hukun publik) dan

pemberiannya bersifat persoonlijk, bila di tinjau dari
sejarahnya SIP dan Lanpiran Keputusan Henteri Sosial Re-

publik IndoneEia Nonor 18,zHUK/KEP/V/L582, t,anEEaI I ytei



1982, tentang pelaksanaan Peraturan Penerintah Nonor 55

Tahun 1981 tentang perubahan atas Peraturan Peaerintah

Nonor 48 Tahun 1963 tenlang hubunglan Eella-menyewa, di-
tentukan yan( dapat dikual-ifikasikan sebagai pengunaan

runah tanpa hak adalah pengganti.an penghuni atas perse-

tujuan penElhuni lana tetapi tidak seizin dan sepengeta-

huan dari pemilik atau yang berhak trenberi izin. Hal ini

iuga di pertegas dalam hlusula SIP yang Denentukan, apa-

bila pemeEang SIP neninggal dunia (dalan hal suani,/is-

tri), maka keluarga yang tercantunr dalan 3IP yanE! ber-

Bangkutan hanya dapat dilanjutkan/diperbaharui SIP atas

nananya, sendiri dengan syarat harus ada persetujuan pe-

milik.

0leh karena itu saya tertarik untuk menbahas

EenEkgla antara penilik rumah dengan ahli waris penyewa

runah dalan suatu skripsi. yanEl permasalahannya akan saya

Luangkan eebadai berikut : Apakah alasan perbuatan oe-

lanBgar hukum Eluna pengosongan runah dapat dibenarkan

dalan kasus tersebut di atas ?

Tuiuan Penal iti an

Tujuan dilakukannya penelitian dalan skripsi ini
adalah untuk mengetahui jawaban yang benar tentang seea-

menyewa ber-SIP apakah dapat diwariskan atau tidak ? dan



apakah gugatan perbuatan melanggar hukun sudah tepat, di-
gunakan dalan kasus tersebut di atas ?

Jadral Haktu Penel itian

Penyusunan skripsi ini saya baEli nenjadi 3 (tiga)

tahap sebagai beri.kut :

Persiapan : Oktober 19A3 s/d Novenber 1983;

PenElumpulan dat,a : Deseuber 1893 s/d Februari 1994;

Analisis data : Ilaret L994 s/d April 1994.

Xetode Penal iti an

Holode pendekatan nasalah yang digunakan dalan

skripsi ini adalah yuridis nornatif, yaitu pendekatan

nasalah dengan meninjau peraturan perundang-undan€lan

yang berlaku yang berkaitan dengan pernasaLahan yang di-
bahas. Sedangkan sunber data berupa suuber data sekunder

yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari bahan

hukum priner dalan ha1 ini KUH Perdata dan bahan hukun

sekunder yang nenjelaskan bahan hukun primer berupa 1i-
t,eratur-literatur maupun bahan-bahan perkuliahan yanEl

ada hubundannya dengan nasalah yang dibahas.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menbaca,

nenpelajari, nengidentif ikasi, kenudian Dengkasifikasi-

kan eehing€a diperolch data yang ada haitannya langsung



dengan masalah yang dibahas. Kenudian data tersebut di-
olah nenggunakan metoda deduktif naksudnya bertolak dari

ha1 yang umum disinpulkan menjadi khusus sehingga diper-
oleh jawaban alas na.selah yanll ditrahas. Selanjutnya di-
analisis secara kualitatif yaitu aetode analisis yang

berdeFarkan atac penihiran logis, sietenatiE, dan runtut
yang llenganalisis data berdasarkan sistenatika peraturan

pe rund ang-und angan yanEl berlaku dan kaitannya dengan tra-

salah yang d ibahas.

Pokolt Hasil Peneli ti an

SeteLah nelakukan penelitian tersebut di atas da-

pat disimpulkan bahta pertinbanBs.n hukun hakim yang ne-

nolak dalil gugBtan pengBugat adalah tidak benar. ffarena

t,elah dibedakan anLara Fcwa-menyer{a yanE lahir dari un-

dang-undang (Hukun Publ.ik) dan sewa-nenyewa yang lahir
dari perjanj ian (Hukun Privat). Karena SIP lahir dari
hukun publih yang sifatnya persoonlijk, naka SIP tidak
dapat diwariskan.

Ha.l ini sesuai bab IY andha 6a bu+'lt 2 Lanpiran Keputus-

En llent.ri SoEial REpubIik Indonesia Nonor 18,/HUK/KEp/V/

1882, tanggal 1 nei 1882, tentang pelaksanaan Peraturan

Penerintah Nonor 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas

Peraturan Penerintah Nonor 49 Tahun 1963 tentang hubung-



an sewa-uenyena, ditentukan yang dapat dikualisfihasikan
sebagai pendgunaan perunahan tanpa hak adalah pengganti-

an penghuni ataE pereetujuan penghuni lana tetapi tidak
seizin dan sepengetahuan dari penilik atau yang berhak

nenberi izin.

Hal ini dipertegas lagi dalan klausula SIP yang

menentukan, Apabila peneganll SIP neningdal dunia (dalan

hal suami,,/istri), naka keluarga yan' tercantun dalan SIP

yang bersangkutan hanya dapat ne l anj u t kanlnemperbaharu i
$IP atas namanya sendiri dengan syarat harus ada perse-

tujuan penilik.

Dalan hal ini penilik tidak pernah nenberikan

persetujuan kepada tergugat untuk menenpati runah terse-
but, Dengan neninggalnya pemegang SIP (dalan hal ini su-

anL/istti), naka SIP nenjadi gugur, karena SIp tidak da-
pat diwariskan, Jelas tidak ada hubungan hukuu antara
pengduEat dan tergugat. Jadi tergugat nenenpati runah

LerBebut tanpa alas hak.

gehingEa alasan penolakan hakim bahna da1i1 gu-

gatan perbuatan melanggar hukun tidak menenuhi undang-

undeng adslah tidak benar. Karena sesuai pasal 1365 KUH

perdata nenentukan : "Tiap perbuatan uelanggar hukun,

yang nenbawa kerugian kepada orang 1ain, newajibkan

orang yang karena salahnya nenerbitkan keruElian itu,



,

nenganti kerugian tersebut". Jadi dalan kasus di atas

sebenarnya lelah uenenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata

yaitu :

1- ada perbuatan;

2. perbuatan itu nelanggar hukun;

3. pelaku nenpunyai kesalahan;

4, perbualan itu meninbulkan kerugian (ada hubungan

kau sa I ) .

Karena tergugab meLakukan perbuatan nelanggar hu-

kum, maka penggugat dapat aengajukan : gugat ganti-rugi,
penulihan dalan notura, nelarang perbuatan gugat anca-

&an, guElat terhadap pernyataan untuk hukum bahwa perbu-

atan adalah nelanggar huhum. Hal ini sudah sesuai dengan

gugatan Penggugat.

t{anEfanai putusan hakim yang neno}ak gullatan seba-

€lian dan menberikan teng€ang waktu kepada tergullat untuk

nBngocongkan runah dan nenyerahhan dalarr waktu enpat ta-
hun terhitung nulai dari tanggal setelah putusan berke-
kuatan tetaF adalah tidak benar, karena sesuai pasal 1?g

ayat 3 H,LR menentukan : "Hakin dilarang nenjat,uhkan

keputusan atae perkara yang tidak digugat atau nelulus-
kan lebih dari apa yang digugat,,.

Sebenarnya bila diti.njau dari. sedi pewarisan, da-
1an KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan nengenai



dapat a-tau tidaknya suatu perjanj ian itu diwariskan.

Dasar hukum pewarisan ada 3 yaitu :

1. Di dalan isi perjanj ian, ha1 ini sesuai pasal 1338

KUH Perdata yaitu senua persetujuan dibuat seeara sah

berlaku bagi mereka yang membuatnya. (Sah dalan ha1

ini sesuai dengan t32O KUH Perdata.

2. DaLan pasal 830 KUH Perdata yang nenyatakan : "pewa-

risan hanya berlaku karena kenatian"

3. Dalan paeal 1318 KUtl Perdata yanll nenyatakan : Jika
seorang ninta diperjanj ikannya sesuatu ha1, naka di-
anggap bahr{a itu adalah untuk ahliwaris-ahliwarisnya
dan orang-oranEf yang menpero).eh hak dari padanya, ke-

cuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disin-
pulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemiki-

anlah naksudnya.

Jadi hakiu dalan berpendapat bahwa sewa dapat di_
wariskan adalah benar, apabila dalan sewa-nenyewa itu
lahir dari perjanjian.

Tetapi dalan kasus ini tidak denikianlah keadaan-

nya, karena SIP lahir dari hukun publik, yang penberian-

nya bersifat persoon l ij k.

Lahirnya SIP dari hukun publik dan sifat persoon_

lijk dari SIP tidak lepas dari sejarah SIp. Dinana sete-
1ah perang dunia kedua penerintah Belanda &enguasai be-



berapa kota besar, dlhadapkan pada kenyataan bahwa ter,
dapat runah-runah kosong, Untuk lrenEelola dan nengadai-

nistraeikan dibentuk kantor khusus yang bernana Huisver-

tiging organisatie (kantor perunahan ). Pemberian Ves-

tingsbewijs (izin penghunian rumah) kepada seoranEl ber-
dasarkan penunjukan kantor perunahan tersebut. Setelah

tahun 1949 huisvestiEling organisatie dilanjutkan oleh
penerintah Republik Indonesia nenjadi kantor urusan pe-

rumahan dan veelingindsbewijk nenjadi $urat Izin penghu-

nian, kenudian dirubah lagi menjadi Surat Izin perunahan

(srP).

Sehingga perliubangan hakiu yang nenolak dalil
gugatan penggugat nonor 2, 3,6,7 dan g karena tidak
merenuhi undang-undang dan nemutuskan bahwa nengabulkan
gugatan penggugat sebagian dengan nenberikan jangka rak_

tu kepada terEfugat untuk mengc,songkan runah enpat tahun

sejak putusan uenpunyai kekuatan hukun tetap adalah ti-
dak benar.

Kesinonl an

Berdasarkan keseluruhan uraian dalan abtrak ini
dapat ditarik kesinpulan :

a. Alasan perbuatan nelanggar hukun guna pengosongan

runah dapat dibenarkan dalan kasus tersebut oleh



karena:

1. SIP lahir dari hukun publik

sifat persoonlijk, seh ingga

r iskan .

yang Penberianya ber-

SIP tidak dapat diwa-

2, TetglogaL tanpa alas hak neuelpati runah tersebut

nerupakan perbuatan nelanggar hukun.

b. Putusan Pengadilan dalan kasus tersebut yang uenbe-

rikan pertinbangan hukun tentang adanya wanprestasi

adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena anEara

penggugat dengan tergugat tidak pernah ada perjanji-
anlhubungan hukun.


